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TEMPAT

SURAT EDARAN BERSAMA

KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

DAN KETUA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

NOMOR      :   11/SE/1981

     NOMOR      :  181/Seklan/7/81

TENTANG

PELAKSANAAN LATIHAN PRA JABATAN

I. PENDAHULUAN

1. U M U M

a. Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, antara lain ditegaskan bahwa kepada calon Pegawai Negeri Sipil diberikan Latihan Pra Jabatan dengan tujuan agar Calon Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan terampil melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya.

b. Dalam rangka usaha melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tersebut, telah dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1981, tentang Latihan Pra Jabatan.

c. Untuk menjamin keseragaman dan dalam rangka usaha memperlancar pelaksanaannya, maka dipandang perlu mengeluarkan petunjuk teknis tentang pelaksanaan Latihan Pra Jabatan.

2. D A S A R

a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041).

b. Keputusan Presiden Nomor 34 tahun 1972 tentang Tanggung Jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan

c. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1974, tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972.

d. Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1981 tentang Latihan Pra Jabatan.

3. T U J U A N

Surat Edaran Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi setiap pimpinan instansi dan pejabat yang berkepentingan dalam menyelenggarakan Latihan Pra Jabatan di lingkungannya masing-masing.

II. JENIS  LATIHAN PRA JABATAN

1. Latihan Pra Jabatan terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu :

a. Latihan Pra Jabatan yang bersifat umum

b. Latihan Pra Jabatan yang bersifat khusus

2. Latihan Pra Jabatan yang bersifat umum, wajib diikuti oleh setiap calon / Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sejak 1 April 1981.

3. Latihan Pra Jabatan yang bersifat umum, wajib diikuti oleh setiap calon / Pegawai Negeri Sipil yang ditentukan oleh pimpinan instansi yang bersangkutan.

III. LATIHAN PRA JABATAN YANG BERSIFAT UMUM

1. TINGKAT

Latihan Pra Jabatan yang bersifat umum dibagi dalam 3 (tiga) tingkat, yaitu :

a. Latihan Pra Jabatan Tingkat I, yang diikuti oleh calon / Pegawai Negeri Sipil golongan I.

b. Latihan Pra Jabatan Tingkat II, yang diikuti oleh calon / Pegawai Negeri Sipil golongan II.

c. Latihan Pra Jabatan Tingkat III, yang diikuti oleh calon / Pegawai Negeri Sipil golongan III dan golongan IV

2. YANG WAJIB MENGIKUTI LATIHAN PRA JABATAN

a. Setiap calon Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sejak 1 April 1981 wajib  mengikuti Latihan Pra Jabatan yang bersifat umum menurut tingkatannya masing-masing.

b. Apabila ada seorang yang diangkat langsung menjadi Pengawai Negeri Sipil, wajib pula mengikuti Latihan Pra Jabatan yang bersifat umum menurut tingkatannya masing-masing.

c. Apabila ada seorang yang diangkat langsung menjadi Pengawai Negeri Sipil golongan IV, maka ia wajib pula mengikuti Latihan Pra Jabatan Tingkat III.

d. Anggota ABRI yang beralih menjadi Pegawai Negeri Sipil dibebaskan dari kewajiban mengikuti Latihan Pra Jabatan yang bersifat umum.

3. MATERI DAN JANGKA WAKTU    

a. Materi Latihan Pra Jabatan yang bersifat umum terdiri dari 4 (empat) kelompok mata pelajaran, yaitu :

(1) Kelompok A, terdiri dari unsur-unsur :

(a) Pancasila;

(b) Undang-Undang Dasar 1945

(c) Garis-Garis Besar Haluan Negara

(2) Kelompok B, terdiri dari unsur-unsur :

(a) Peraturan perundang-undangan di bidang kepegawian;

(b) KORPRI

(3) Kelompok C, terdiri dari pengetahuan perkantoran

(4) Kelompok D, terdiri dari unsur-unsur:

(a) Tugas pokok, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Departemen/Lembaga/Instansi yang bersangkutan;

(b) Pengetahuan lain yang ditentukan oleh pimpinan Departemen/Lembaga/Instansi yang bersangkutan.

b. Jangka Waktu Latihan Pra Jabatan yang besifat umum :

(1) Latihan Pra Jabatan Tingkat I, adalah 75 (tujuh puluh lima) jam;

(2) Latihan Pra Jabatan Tingkat II, adalah 112,5 (seratus dua belas setengah) jam;

(3) Latihan Pra Jabatan Tingkat III, adalah 150 (seratus lima puluh) jam;

c. Perincian materi dan jangka waktu Latihan Pra Jabatan yang bersifat umum adalah sebagai tersebut dalam lampiran I Surat Edaran Bersama ini.

4. PELAKSANA

a. Latihan Pra Jabatan yang bersifat umum dilaksanakan oleh Badan/Pusat Pendidikan dan Latihan Instansi yang bersangkutan.

b. Apabila tidak ada Badan/Pusat Pendidikan dan Latihan, maka Latihan Pra Jabatan tersebut dilaksanakan oleh Unit Pendidikan dan latihan yang ada pada Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan.

c. Apabila Badan/Pusat Pendidikan dan Latihan tidak ada, maka pimpinan instansi membentuk team untuk melaksanakan Latihan Pra Jabatan tersebut.

5. M E T O D A

a. Metoda pengajaran untuk  :

(1) Latihan Pra Jabatan Tingkat I :

(a) Ceramah;

(b) Tanya jawab

(c) Peragaan;

(d) Latihan;

(2) Latihan Pra Jabatan Tingkat II :

(a) Ceramah;

(b) Tanya jawab

(c) Peragaan;

(d) Latihan;

(e) Diskusi

(f) Karya tulis

(3) Latihan Pra Jabatan Tingkat II :

(a)   Ceramah;

(b) Tanya jawab

(c) Peragaan;

(d) Latihan;

(e) Diskusi

(f) Karya tulis

(g) Seminar 

b. Latihan yang dimaksud adalah untuk pembinaan ketrampilan, umpamanya kearsipan, membuat laporan, dan lain-lain yang membutuhkan ketrampilan.

c. Tujuan diskusi adalah untuk memperdalam pengetahuan peserta tentang materi pelajaran dan sebagai forum untuk menampung pendapat-pendapat peserta yang objektif dan kreatif yang dapat digunakan sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas.

d. Tujuan karya tulis adalah sebagai latihan para peserta untuk dapat merumuskan buah pikirannya secara tertulis dengan jelas dan sistematik.

e. Yang diseminarkan adalah pelaksanaan materi pelajaran dengan tujuan untuk dapat merumuskan pelaksanaan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna.

6. TENAGA PENGAJAR

a. Tenaga pengajar diambil dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan masing-masing yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

(1) Menguasai materi yang akan diajarkan

(2) Dapat berbicara di hadapan orang banyak

b. Apabila tenaga pengajar yang dimaksud tidak tersedia di lingkungan instansi yang bersangkutan, maka pimpinan instansi yang bersangkutan dapat meminta bantuan tenaga pengajar dari instansi lain.

7. ALAT BANTUAN PENGAJARAN

Untuk dapat melakukan pengajaran dengan baik, maka tiap-tiap pimpinan instansi yang bersangkutan menyediakan alat bantuan pengajaran, seperti papan tulis, bagan struktur organisasi dan lain-lain.

8. PENILAIAN

a. Pada setiap akhir Latihan Pra Jabatan yang bersifat umum diadakan penilaian terhadap semua peserta.

b. Bidang-bidan yang dinilai adalah sebagai berikut :

(1) Untuk Latihan Pra Jabatan Tingkat I :

(a) Penguasaan materi;

(b) Disiplin
(2) Untuk Latihan Pra Jabatan Tingkat II :

(a) Penguasaan materi;

(b) Disiplin

(c) Karya tulis

(3) Untuk Latihan Pra Jabatan Tingkat III :

(a)   Penguasaan materi;

(b)   Disiplin

(c) Karya Tulis

(d) Aktivitas 

c. Untuk mengetahui sampai sejauh mana peserta Latihan Pra Jabatan menguasai materi yang dilatihkan, maka diadakan ujian pada setiap akhir kelompok mata pelajaran.

d. Lamanya ujian adalah sebagai berikut :

	NO 
	MATERI PELAJARAN
	LAMANYA UJIAN LATIHAN PRA JABATAN (MENIT)

	
	
	TINGKAT

I
	TINGKAT

II
	TINGKAT

III

	1.
	KELOMPOK  A :

a.    Pancasila
	30
	45
	60

	
	b.    Undang-Undang Dasar 1945
	30
	45
	60

	
	c.    Garis-garis Besar Haluan Negara
	30
	45
	60

	2
	KELOMPOK  B :

a. Peraturan perundang-undangan di bidang Kepegawaian
	30
	45
	60

	
	b.   KORPRI
	30
	45
	60

	3
	KELOMPOK C :
 Pengetahuan Perkantoran
	30
	45
	60

	4
	KELOMPOK  D :

a. Tugas pokok, fungsi, struktur organisasi, dan tata kerja instansi yang bersangkutan.
	30
	45
	60



	
	b. Pengetahuan lain yang ditentukan oleh pimpinan instansi  yang bersangkutan


	30
	45
	60

	          JUMLAH
	240
	360
	480


e. Bidang disiplin yang dinilai adalah :

(1) Kehadiran;

(2) Kerapihan ;

(3) Sikap;

(4) Ketaatan;

f. Judul karya tulis ditentukan oleh masing-masing instansi Karya tulis yang dinilai adalah  :

(1) Teknik penulisan

(2) Isi/materi tulisan

g. Aktivitas yang dinilai adalah :

(1) Prakarsa;

(2) Partisipasi dalam diskusi / seminar

(3) Kemampuan mengemukakan pendapat;

(4) Kerjasama.

h. Nilai persentasi yang terendah adalah 10 dan yang tertinggi adalah 100.

i. Untuk masing-masing unsur penilaian Latihan Pra Jabatan yang bersifat umum, ditetapkan nilai patokan (NP) sebagai berikut :

	NO 
	BIDANG-BIDANG
	NILAI PATOKAN (NP)

	
	
	TINGKAT

I
	TINGKAT

II
	TINGKAT

III

	1.
	KELOMPOK  A :

a.    Pancasila
	15
	15
	15

	
	b.    Undang-Undang Dasar 1945
	15
	15
	15

	
	c.    Garis-garis Besar Haluan Negara
	10
	10
	10

	2.
	KELOMPOK  B :

a. Peraturan perundang-undangan di bidang Kepegawaian
	10
	10
	10

	
	b.    KORPRI
	10
	8
	8

	 3.
	KELOMPOK C :

Pengetahuan Perkantoran
	10
	10
	10

	  4.
	KELOMPOK  D :

a. Tugas pokok, fungsi, struktur organisasi, dan tata kerja instansi yang bersangkutan.
	10
	8
	5

	  5.
	Disiplin 
	10
	10
	10

	  6.
	Karya tulis
	-
	7
	7

	  7.
	Aktivitas 
	-
	-
	5

	J U M L A H
	100
	100
	100




j. Pada setiap akhir Latihan Pra Jabatan yang bersifat umum, kepada setiap peserta diberikan nilai persentasi dan nilai tertimbang

k. Nilai persentasi (NPR), adalah hasil yang dapat dicapai oleh peserta ujian yang dinyatakan dalam persen.

l. Nilai tertimbang (NT), adalah nilai persentasi (NPR) dikalikan dengan nilai patokan (NP) dibagi 100 = NPR x NP   =  NT
100

m. Tata cara dan ketentuan teknis penilaian, adalah sebagai tersebut dalam Lampiran II Surat Edaran bersama ini.

9. NILAI BATAS LULUS

a. Nilai batas lulus bagi peserta Latihan Pra Jabatan Tingkat I adalah 60 nilai tertimbang (NT), dengan ketentuan bahwa :

(1) Nilai persentasi (NPR) Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan disiplin serendah-serendahnya 70.

(2) Nilai persentasi (NPR) lainnya, serendah-rendahnya 40

b. Nilai batas lulus bagi peserta Latihan Pra Jabatan Tingkat II adalah 65 nilai tertimbang (NT), dengan ketentuan bahwa :

(1) Nilai persentasi (NPR) Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan disiplin serendah-serendahnya 70.

(2) Nilai persentasi (NPR) lainnya, serendah-rendahnya 40

c. Nilai batas lulus bagi peserta Latihan Pra Jabatan Tingkat III adalah 70 nilai tertimbang (NT), dengan ketentuan bahwa :

(1) Nilai persentasi (NPR) Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan disiplin serendah-serendahnya 70.

(2) Nilai persentasi (NPR) lainnya, serendah-rendahnya 40

10. SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN YANG BERSIFAT UMUM

a. Kepada setiap peserta Latihan Pra Jabatan yang bersifat umum yang mencapai sekurang-kurangnya batas lulus sebagai tersebut di atas diberikan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL), menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran III Surat Edaran Bersama ini.

b. STTPL ditanda tangani oleh pimpinan instansi yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya.

c. Salinan sah dari STTPL dikirimkan kepada Badan Administrasi Kepegawaian Negara U.p Biro Tata Usaha Kepegawaian.

d. Kepada peserta Latihan Pra Jabatan yang bersifat umum yang tidak lulus diberikan surat keterangan, menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran IV Surat Edaran bersama ini.

IV. LATIHAN PRA JABATAN YANG BERSIFAT KHUSUS

1. Latihan Pra Jabatan  yang bersifat khusus, adalah suatu latihan yang secara khusus sangat diperlukan oleh instansi yang besangkutan dalam rangka usaha untuk lebih memperlancar pelaksanaan tugas pokoknya.

2. Materi pelajaran begitu juga lamanya Latihan Pra Jabatan yang bersifat khusus, disesuaikan dengan kebutuhan instansi yang bersangkutan.

3. Latihan Pra Jabatan yang bersifat khusus ditetapkan dengan keputusan Menteri yang memimpin Departemen, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Nondepartemen, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang penertiban dan penyempurnaan Aparatur Negara.

4. Penyelenggaraan Latihan Pra Jabatan yang bersifat khusus di laksanakan dengan berpedoman pada penyelenggaraan Latihan Pra Jabatan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada angka III.

V. TINDAK  LANJUT ADMINISTRASI 

1. Calon Pegawai Negeri Sipil yang tidak lulus dari Latihan Pra Jabatan, tidak dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.

2. Dalam mengajukan permintaan KARPEG kepada Badan Administrasi Kepegawaian Negara di samping ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 01/SE/1975 tanggal 9 Januari 1975, harus dilampirkan pula salinan sah STTPL sebagai tersebut di atas, yaitu salinan sah atau foto copy STTPL yang disahkan oleh pejabat yang diserahi urusan kepegawaian.
VI. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Edaran Bersama ini akan diatur kemudian

2. Calon Pegawai Negeri Sipil yang tidak lulus dari Latihan Pra Jabatan diberikan kesempatan mengikuti Latihan Pra Jabatan satu kali lagi.

3. Apabila calon Pegawai Negeri Sipil tidak lulus dalam Latihan Pra Jabatan yang kedua kali, maka ia diberhentikan dengan hormat sebagai calon Pegawai Negeri Sipil.

4. Dalam rangka usaha penghematan, maka apabila seorang calon Pegawai Negeri Sipil akan ditempatkan yang jauh dari instansi induk, hendaknya  yang bersangkutan diperintahkan lebih dahulu untuk mengikuti Latihan Pra Jabatan yang bersifat umum menurut tingkatannya masing-masing.

5. Tambahan bahan-bahan materi Latihan Pra Jabatan akan ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

VII   PENUTUP

1. Apabila dalam melaksanakan Surat Edaran Bersama ini dijumpai kesulitan-kesulitan, agar segera ditanyakan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dan atau Ketua Lembaga Administrasi Negara untuk penyelesaian sebagaimana mestinya.

2. Harap maksud Surat Edaran Bersama ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

K E T U A




K E P A L A

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA


    BADAN ADMINISTASI








 KEPEGAWAIAN NEGARA

         Dr. SONDANG P. SIAGIAN


      A. E MANIHURUK

TEMBUSAN Surat Edaran Bersama ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Presiden, sebagai laporan

2. Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara, sebagai laporan

3. Menteri/Sekretaris Negara, sebagai laporan

4. Semua Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan/ Pusat.

5. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen/Pimpinan Instansi vertikal

6. Semua Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan

7. Semua Kepala Kantor Perbendaharaan Negara dan Semua Kepala Kas Daerah

8. Pertinggal.

